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ABSTRAK

Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat
transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan
teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu
mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan
moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi
generasi penerus bangsa.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
Penyelidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Jawa
Barat .

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah : adalah
pendekatan yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). penelitian
hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan
kepustakaan atau data sekunder belaka.. Spesifikasi penelitian yang
digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu suatu upaya untuk menganalisis
dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek
dengan gambaran secara menyeluruh dan sistematik mengenai segala hal
yang berhubungan dengan Penyelidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan
Narkotika Di Provinsi Jawa Barat..

Peran penyidik dalam mengungkap proses penyelesian tindak pidana
narkotika terwujud dalam rangkaian Tindakan polisi yang berawal dari
adanya informasi masyarakat atau anggota polisi, lalu ditimbulkan atau
dibuatkan laporan informasi yang kemudian diterbitkan surat perintah
penyelidikan. Setelah itu diadakan penyelidikan dan tersusun hasil
penyelidikan, dan apabila ternyata benar bahwa informasi tersebut mengarah
ke penyelahgunaan narkotika, maka dapat dilakukannya penangkapan dan
kemudian dilanjutkan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana
narkotika.adapun hambatan dalam proses penyidikan yaitu terkait sarana
prasarana dalam melakukan penyidikan

kata kunci : Penegakan Hukum ,Tindak Pidana ,Narkotika
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ABSTRACT

Recently, narcotics and illegal drug crimes have become transnational in
nature, committed with high-level modus operandi and sophisticated
technology. Law enforcement officers are expected to be capable of
preventing and combating such crimes in order to improve morality and the
quality of human resources in Indonesia, particularly for the nation's future
generations. This research aims to understand the Investigation of Narcotics
Abuse Crimes in West Java Province.

In this research, the approach method used is a normative juridical approach
(normative legal research method), which is a library-based legal research
conducted by examining literature or secondary data only. The research
specification used is Descriptive-Analytical, which is an effort to analyze and
explain legal issues related to the object by providing a comprehensive and
systematic description of all matters related to the Investigation of Narcotics
Abuse Crimes in West Java Province.

The role of investigators in uncovering the resolution process of narcotics
crimes is manifested through a series of police actions starting from receiving
information from the community or police officers, followed by the
preparation of an information report, which then leads to the issuance of an
investigation order. After that, an investigation is conducted and the results
are compiled. If the information is proven to be related to narcotics abuse, an
arrest may be made, followed by a further criminal investigation into the
perpetrator. One of the obstacles in the investigation process is the lack of
facilities and infrastructure to support the investigation.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Offense, Narcotics
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam
menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada
kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan
oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa
sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap
tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-
undang yang berlaku.

Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan, memelihara, dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar sesuai dengan apa
yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga
negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Hukum pidana sebagai alat atau sarana untuk menyelesaikan
problematika dalam kehidupan masyarakat. Adanya hukum pidana
dapat memberikan keadilan dan solusi yang tepat bagi masyarakat
tersebut. Karena hukum pidana adalah sekumpulan peraturan yang
mengatur perbuatan, baik menyeruh berbuat atau melakukan sesuatu,
maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di dalam

undang-undang dengan adanya sanksi pidana bagi yang melanggar.



'Sedangkan hukum pidana yang berlaku di Negara Indonesia dapat bagi
menjadi dua jenis, hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus yang diatur
di luar KUHP .2

Hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa
melanggar larangan tersebut, melainkan juga mencakup hal berkaitan
dengan pengenaan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat
dilaksanakan. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, suatu
keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau perbuatan
seseorang. Ancaman pidana atau sanksi ditujukan kepada pelaku yang
melakukan perbuatan pidana biasanya disebut dengan perkataan
"barangsiapa" yaitu pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum,
yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum?. Sehingga
perbuatan pidana merupakan salah satu bagian yang dipelajari dalam
hukum pidana.

Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang
telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi
yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di
harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut

guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di

! Rahman Syamsuddin, 2014, Merajut Hukum Di Indonesia, Mitra Wacana Media, Jakarta, him. 192
2 Rodliyah, 2017, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, Cetakan. ke-I, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, him. 1
3 Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban
Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 127
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Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran
penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah " Penyidik
", dalam hal ini penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu
membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak
pidana narkoba.

Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat
Adiktif lainya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat
sebagai NARKOBA (Narkotika dan Bahan/Obat berbahaya)
merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya
penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerjasama
dari berbagai multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang
dilaksanakan secara berkesinambungan, konsckuen dan konsisten.
Meskipun dalam Kedokteran, sebagian besar golongan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) masih bermanfaat bagi
pengobatan, namun bila disalah gunakan atau digunakan tidak menurut
indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai
peredaran dijalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu
maupun masyarakat luas khususnya generasi muda. Maraknya
penyalahgunaan Narkoba tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi sudah
sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai
dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial
ekonomi atas.

Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan sindroma

ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan
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petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan
untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga
berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini
merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap,
sedangkan peredaran gelap narkoba menyebabkan penyalahgunaan
yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu
diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan
narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat
kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam
era globalisasi saat ini.

Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap
sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia
perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki
ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat. Terjalinnya
hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit
melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga
terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan
ketergantungan mereka akan narkoba®.

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat
mengingat begitu banyak berita baik dari media cetak maupun
elektronik yang memberitakan tentang penyalahgunaan narkotika dari

tahun ke tahun bertumbuh dengan cepat meskipun sudah ada regulasi

4 Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya,
Balai Pustaka, Jakarta, 2006.Hal.1



yang mengatur tentang narkotika dan prekusor narkotika. Namun belum
banyak yang mengetahui narkotika itu apa apa saja, bentuk narkotika
itu seperti apa, dan tanda tanda kecanduan narkotika itu seperti apa Hal
ini dapat dimaklumi karena mengingat rkotika adalah barang yang
dilarang peredarannya di masyarakat.

Definisi Narkotika dapat kita ketahui dalam Pasal 1 angka 1
Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang
berbunyi: "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman
atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan
ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan
sebagaimana terlampir undang-undang ini".

Terhadap praktek sehari-hari yang terjadi di Indonesia pada
umumnya, peredaran narkotika marak terjadi di kota-kota besar di
Indonesia salah satunya di provinsi Jawa Barat . Berdasarkan pra
penelitian, ditemukan peredaran narkotika di Provinsi Jawa Barat. Oleh
karena itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai tindak pidana
narkotika.

Dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis
tertarik untuk menulis kertas kerja perorangan yang berjudul
PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN

NARKOTIKA DI PROVINSI JAWA BARAT *



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah

dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Penyidik Dalam Proses Penyidikan Tindak

Pidana Narkotika Di Provinsi Jawa Barat ?

2. Apa Yang Menjadi Hambatan dalam proses penyidikan tindak

pidana narkotika di Provinsi Jawa Barat ?

C. Tujuan Penelitian
Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang
menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang peran
penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika di

Provinsi Jawa Barat .

2. Untuk mengetahui , mengkaji dan menganalisis Hambatan dalam

proses penyidikan tindak pidana narkotika di Provinsi Jawa Barat.

D. Manfaat Penelitian
Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai,
penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun
secara praktis sebagai berikut:
1. Secara Teoritis
Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan di



bidang hukum mengenai Penyelidikan Tindak Pidana

Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Jawa Barat.

2. Secara Praktis

a.

Guna mengembangkan dan membentuk pola berfikir dinamis,
sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan

ilmu yang sudah diperoleh.

Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan
yang diteliti, serta dapat digunakan sebagai bahan informasi
mengenai Penyelidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan

Narkotika Di Provinsi Jawa Barat.



E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan, maka

dapat dijelaskan kerangka konseptual ialah:

1.

Penyelidikan

Penyelidikan menurut ketentuan Bab I Pasal 1 angka 5 adalah
merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan
menemukan suatu peristiwa yaang diduga sebagai tindak pidana
guna menetukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara

yang diatur dalam undang-undang.

Pedoman pelaksanaan = KUHAP menyebutkan bahwa
penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri,
terpisah dari fungsi penyidikan melainkan merupakan hanya salah
satu cara atau metode, sub daripada fungsi penyidikan yang
mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa
penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan
surat pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan

penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Menurut M. Yahya motivasi dan tujuan penyelidikan
merupakan tuntutan tanggungjawab kepada aparat penyidik untuk
tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan
martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan
penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu

berusaha mengumpulkan fakta dan bukti sebagai landasan tindak



lanjut penyidikan.

2. Tindak pidana
Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda
yaitu strafbaar feit. Istilah tersebut terdapat dalam Wetboek van

Stafrecht (W.v.S) Belanda yang saat ini dikenal secara umum

sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Strafbaar

feit terdiri dari tiga kata, yaitu “straf”, “baar” dan “feit”. Istilah
straf diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata baar
diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan kata feit
diterjemahkan  sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan
perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut delict, artinya suatu
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).’

Pendapat beberapa ahli hukum pidana mengenai penjelasan
istilah “strafbaar feit”, antara lain:

a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan
mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana
tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat
juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang
oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.$

b. Utrecht menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan

bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan

> Evi Hartanti, 2012, Tindak Pidana Korupsi : Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.
¢ Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.
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(positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya
yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau
melalaikan itu.’

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang
dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia
sebagai oknum yang melakukan suatu tindakan yang dilarang
sebagaimana terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP,
yang mempunyai daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak
pidana. Selain itu, jika melihat bentuk-bentuk hukuman pidana
yang termuat dalam pasalpasal KUHP yakni dapat berupa

hukuman penjara, kurungan dan denda.®

3. Narkotika
Menurut Secara harafiah narkotika sebagaimana di
ungkapkan oleh Wilson Nadaek alam bukunya “Korban Ganja dan
Masalah Narkotika”, merumuskan sebagai berikut : Narkotika
berasal dari bahasa Yunani, dari kata Narke, yang berarti beku,
lumpuh, dan dungu®. Menurut Farmakologi medis, yaitu “
Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa
nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan
efek stupor (bengong masih sadar namun masih haruis di gertak)

serta adiksi.!?

Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan

7 Utrecht, 1986, Hukum Pidana I, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, hlm. 251
8 Marsudi Utoyo dkk, 2020, Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia, Lex Librum: Jurnal Ilmu
Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 76.
° Wison Nadack,Korban Ganja dan Masalah Narkotika, Bandung: Indonesia Publishing House, 1983, hal. 122.
10 Wijaya A.W., Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, Bandung, Armico, 1985, hal. 145
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narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan
dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai.
Pengaruh tersebut berupa : menenangkan, merangsang, dan
menimbulkan khayalan (halusinasi). !'Sedangkan menurut Elijah
Adams memberikan definisi narkotika adalah sebagai berikut,
“Narkotika adalah : terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang
terkenal adalah heroin yang terbuat dari morthine yang tidak
dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan —

perdagangan gelap, selain juga terkenal istilah dihydo morfhine.!?

F. Kerangka Teoritis

Menurut Shorter Oxford Dictionary teori memiliki beberapa
definisi yang umum, salah satunya yaitu lebih tepat sebagai suatu
disiplin akademik, yaitu “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau
penyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari
sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu
yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu
yang diketahui dan diamati”.

Selain hal tersebut, teori adalah tujuan akhir dari ilmu
pengetahuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena batasan serta sifat
hakiki dari suatu teori adalah:

“Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang
menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan

merinci  hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan

"' Soedjono D,Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Bandung Karya Nusantara, 1977, hal. 5
12 Wison Nadack, op.cit., hal. 124.
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menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum
diketahui memiliki empat ciri, yaitu Teori-teori Hukum, asas-asas
hukum, dogma hukum, dan ulasan para pakar hukum berdasarkan
pembimbingan kekhususannya. Keempat ciri dari teori hukum ini,
dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. Maka dalam
penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori sebagai landasan
dalam penulisan tesis yaitu:

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir
Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University,
ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:!3
a. Struktur Hukum (Legal Structure)

b. Isi Hukum (Legal Substance)
c. Budaya Hukum (Legal Culture)

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau
tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di
atas.

a. Struktur Hukum
Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum
yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan
hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum

memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

13 Lawrence M. Friedman, System Hukum Dalam Perspektif llmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science
Perspektive, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, The
Legal System: A Sosial Science Perspektive, Russel Soge Foundation, New York
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1. Pembuatan hukum
2. Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
3. Penegakan hukum
4. Administrasi hukum

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah
disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari
pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang
disebutkan diatas, maka perundangundangan hanya akan
menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini
bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan,
penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum
terhadap subyek hukum.
Substansi hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau
produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur
hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara
tertulis maupun tidak tertulis.
Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh
kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial
masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum.
Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran
hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan
masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap

hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat
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dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif,
namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang
rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa

hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.

2. Teori Keadilan

Keadilan menurut Ariestoteles adalah kelayakan dalam
tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah
diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu
sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau
benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam
ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan
menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran
terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau
proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus
diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan
itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan
perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat
dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu
haruslah sama diantara orang-orang yang sama.!'* Maksudnya pada
satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga
kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa

keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Jadi teori keadilan

14 ] H. Rapar, 2019, Filsafat Politik Plato, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 82.
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Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern
teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana
bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang
tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang
berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu
adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan
keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang
yang adil dan tidak adil.'®> Hukum menurut teori ini bertujuan
untuk merealisir atau mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat
tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat
hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan
ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan
filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktek
hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa yang
menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli
filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini,
dapat disediakan referensi bagi pengambil keputusan untuk
mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam praktek
hukum.

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum
sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas

Aquinus dengan mengatakan sebagai berikut:

15 L.J van Apeldoorn, 1995, Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, him.
10.
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Justice forms the substance of the law, but his
heterogeneous substance is composed of three elements: an
individual element: the suum cuiquire tribuere (individual justice):
a social element: the changing fundation of prejudgments upon
which civilization reposes at any given moment (social justice), and
a political element, which is based upon the reason of the strongest,
represented in the particular case by the state (justice of the
state).'6

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara
hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan
nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada
terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas
pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah
ada. Sedangkan dilain pihak terdapat kemungkinan bahwa
perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan
interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma
keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi
dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang
menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit
dalam keadaan tertentu.

G. Metode Penelitian
Metode Penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari

permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan

16 Radbruch & Dabin, The Legal Philosophi, (New York: Harvard University Press, 1950), him. 432
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dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu

berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun

yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan,

spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data

dan teknik analisis data.

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian

yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan
dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat,
sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui
bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala
masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab
yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan
sosial. Jenis penelitian yuridis sosiologis menggunakan data
primer, dimana data primer tersebut didapatkan langsung dari
sumber sehingga masih berupa data mentah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif

Analitis yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan
masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan
deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat
diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematik mengenai
segala hal yang berhubungan penelitian ini .

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk data dalam penulisan tesis ini yang digunakan
17



penulis adalah dataprimer dan data sekunder yang ferdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan
hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang
berlaku dan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal
ini Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan
antara lain:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
-  KUHP
- Undang undang berkaitan dengan penelitian ini

b. Bahan Hukum Sekunder Data sekunder yaitu data yang
diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang
berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam
bentuk laporan, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal,
tesis, disertasi, dan semua itu segala suatu yang berkaitan
dengan penelitian ini .

c. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan yang memberikan
petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti: kamus, indeks, situs di internet, artikel, dan
lain-lain. Pada penulisan tesis hukum normatif yang diteliti
hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin

mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Metode Pengumpulan Data
Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data primer. Data primer didapatkan dari hasil terjun langsung di

lapangan. Dalam penelitian ini juga diperlukan data pendukung
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yaitu data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari

buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil

penelitian dalam bentuk skripsi/jurnal dan peraturan perundang-
undangan.
5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum metode analisis data yang
digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan
hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang
terdapat dalam undang-undang, tidak dengan menggunakan
angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran
menurut 1lmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik,
penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.

b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode content

analysis (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka
penulis menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab
terdiri dari sub bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai
teori-teori yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana
naskah ini akan tersusun dalam empat bab, yaitu:

BAB 1 Pendahuluan, Berisi tentang uraian latar belakang,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka

penelitian, serta sistematika penulisan.
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BAB II Tinjauan Pustaka, Berisi Uraian Mengenai Tinjauan
Umum Tentang Penyelidikan , Tinjauan Umum Tindak Pidana ,
Tinajuan Umum Tentang Narkotika Dan Tinjauan Umum Narkotika
Perspektif Islam .

BAB III Hasil Penelitian Dan Analisis Berisi Tentang Hasil
Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Penyelidikan Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Jawa Barat .

BAB IV Penutup, Yaitu Bab penutup yang secara singkat akan
memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari
rumusan masalah serta saran yang di bahas adalah rekomendasi penulis
yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang

berkaitan dengan hasil penelitian ini.
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BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisisian Republik Indonesia

1. Pengertian Polisi

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat
rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan
dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi
tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya
menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur
dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal
ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. !

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti
kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara
keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang
yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan

pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan

17 H. Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri], penerbit Laksbang Mediatama,
Surabaya, hlm.53.
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ketertiban).'®

Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan
Yunani “Politeia”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota.
Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri
dari kota-kota yang dinamakan “Polis ”. Jadi pada jaman itu arti
“Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh
pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamya urusan-
urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-
dewanya.Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa
kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk
dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata
“Polizey” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan
pemerintahan negara. Istilah “Polize)” di Jerman masih ditemukan
sampai dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam
“Reichspolizei ordnugen” sejak tahun 1530 di negara-negara
bagian Jerman. '°

Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai
tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda
dalam rangka Catur Praja dari VAN VOLLENHOVEN maka istilah
“Politie” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan.
Diketahui VAN VOLLENHOVEN membagi pemerintahan dalam 4

(empat) bagian, yaitu:

a. Bestuur

18 W.J.S Purwodarminto, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hlm. 763.
19 Momo Kelana, 1994, Hukum Kepolisian, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 13
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b. Politie

c. Rechtspraak

d. Regeling

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja
maka polisi tidak lagi termasuk dalam bestuur, tetapi sudah
merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya
tentang arti “Politei” dapat kita temukan dalam defenisi VAN
VOLLENHOVEN dalam bukunya Politei Overzee halaman 135
yang berbunyi :

Didalam pengertian polisi termasuk organ-organ
pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk
mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan
paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut

kewajibannya masing-masing yang terdiri dari :

a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan

kewajiban umumnya;

b. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak

melaksanakan kewajiban umum tadi;

c. Memaksa yang di perintahkan itu untuk melaksanakan

kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan;

d. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan

kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan;
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e. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam
pekerjaan tersebut.

Van vollenhoven memasukkan “polisi” (“politei”)
kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni
badan pelaksana (executive-bestuur), badan perundang-undangan,
badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan
termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan
mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan
ketentraman (orde en rust) dan menyelenggarakan kepentingan
umum.?’

Di Indonesia istilah “polis1” dikemukakan oleh salah satu
pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono
istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang
ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai
organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga
pemerintahan yang teroganisasi dan terstruktur dalam organisasi
negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang
serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk
menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan
dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,
pengayom dan pelayan masyarakat.?!

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1)

20 Sadjijono, 2005, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, him
39
21 Sadjijono, 2006, Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi,
Laksbang Pressindo, Yogyakarta, him. 6.
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Undangundang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan
alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian”
di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah
sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara.
Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai
organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan
terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi
tugas dan wewenang dan tanggung jawab  untuk
menyclenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada
tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi
preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan
fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila
dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang
secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang

berlaku di masyarakat.

. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
yang berbunyi :

“fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan
25



negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan
pelayanan dalam masyarakat”

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi
yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi
kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi
kepolisian khusus.??

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan
kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan
perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa

hukum yaitu:

a. Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum

publik;

b. Lingkungan kuasa orang;

c. Lingkungan kuasa tempat; dan

d. Lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan
kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus
ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan
pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi
wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus

dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian

22 H. Pudi Rahardi, Op. Cit,. hlm.57.
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khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar
hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas
pekerjaanpekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan
masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna
mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga
dari waktu kewaktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan
kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian
melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.?3

Pelaksanaan tanggung jawabnya menjaga kemanan dan
ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama

yaitu:2*

a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan
masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan
terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan
menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban

masyarakat terhadap peraturan negara.

b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk
memulihkan  keamanan dan  ketertiban  masyarakat,
memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya
termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan,

khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain

23 H. Pudi Rahardi, Op. Cit,. hlm.58.
24 Awaloedi Djamin, 1995, Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan, POLRI, Bandung,
hlm. 255.
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yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan

ketertiban dan ketentraman umum.

c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap
pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang

meliputi:

1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan
penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna
menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan

menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-
undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang
dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana

yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

3. Tugas dan wewenang kepolisian
Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa
tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a.
Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat b. Menegakkan
hukum c¢. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan
kepada masyarakat.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya
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di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-
Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

maka kepolisan bertugas :

a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum,
mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit
masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan
masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan
pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan

masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas
kejahatan dan *pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan

Negara lainnya.

c. Mengawasi - aliran-aliran. kepercayaan  yang  daat
membahayakan masyarakat dan negara. d. Melaksanakan
tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu
peraturan negara.

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan
dan ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya
suatu kondisi yang aman dan tertib di dalam mayarakat

Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam
melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik

Indonesia secara umum bertugas :
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Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli
terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai

kebutuhan;

Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin

keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;

Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga
masyarakat terhadap hukum dan Peraturan

Perundangundangan;

Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;

Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis
terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan

bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua
tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan

perundang- undangan lainnya;

Menyelenggarakan  identifikasi  kepolisian, kedokteran
kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian

untuk kepentingan tugas kepolisian;

Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat,

dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau atau
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bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

J. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara
sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang

berwenang;

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan

kepenti-ngannya dalam lingkup kepolisian; serta

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan
PerundangUndangan.

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan

tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1),

Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

a. Menerima laporan dan atau pengaduan;

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang

dapat menganggu ketertiban umum;

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit

masyarakat;

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

e. Mengeluarkan  peraturan  kepolisian  dalam  lingkup

kewenangan administrasi kepolisian;

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari
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tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

h. Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret

seseorang;

1.  Mencari keterangan dan barang bukti;

J. Menyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal

Nasional,

k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang

diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

l. Memberikan  bantuan pengamanan dalam sidang dan
pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta

kegiatan masyarakat;

m. Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang
bukti untuk sementara waktu.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian

Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-

undangan lainnya berwenang :

a. Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan

kegiatan masyarakat lainnya;

b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan

bermotor;
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Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor

. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api,

bahan peledak, dan senjata tajam.

Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan

terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.

. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian
khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis

kepolisian;

. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam

menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional;

Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang
asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi

instansi terkait;

Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi

kepolisian internasional;

. Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas
kepolisian.

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan

dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang
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Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Wewenang polisi selaku penyelidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat

(1), yaitu:

a. Menerima laporan atau pengduan dari seseorang tentang

adanya tindak pidana;

b. Mencari keterangan dan barang bukti;

c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan

serta memeriksa tanda pengenal diri dan;

d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung
jawab.
wewenang polisi sebagai penyidik dalam melakukan

penyidikan dirumuskan dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang

adanya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;

c. Menyuruh berhenti seseroang tersangka dan memeriksa tanda

pengenal diri tersangka;

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan

penyitaan;

e. Melakukan pemeriksaan dan peyitaan surat;

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
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g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara;

i. Mengadakan penghentian penyidikan;

J.  Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung

jawab.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA
1. Pengertian Tindak Pidana
Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda
yaitu strafbaar feit. Istilah tersebut terdapat dalam Wetboek van
Stafrecht (W.v.S) Belanda yang saat ini dikenal secara umum
sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Strafbaar
feit terdiri dari tiga kata, yaitu “straf’, “baar’” dan “feir”. Istilah
straf diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata baar
diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan kata feit
diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan
perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut delict, artinya suatu
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).?
Pendapat beberapa ahli hukum pidana mengenai penjelasan
istilah “strafbaar feit”, antara lain:

a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan

%5 Evi Hartanti, 2012, Tindak Pidana Korupsi : Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.
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yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai

dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang

siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa

tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum

dilarang dan diancam pidana.?®

b. Utrecht menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa
istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau
suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang
ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.?’

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang
dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia
sebagai oknum yang melakukan suatu tindakan yang dilarang
sebagaimana terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP,
yang mempunyai daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak
pidana. Selain itu, jika melihat bentuk-bentuk hukuman pidana
yang termuat dalam pasalpasal KUHP yakni dapat berupa
hukuman penjara, kurungan dan denda.?

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya suatu unsur tindak pidana, maka
dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang yang disertai

dengan sanksinya. Dalam KUHP tersebut terdapat beberapa unsur

26 Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.
27 Utrecht, 1986, Hukum Pidana I, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, him. 251
28 Marsudi Utoyo dkk, 2020, Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia, Lex Librum: Jurnal llmu
Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 76.
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atau syarat yang menjadi ciri atau sifat dari larangan tadi, sehingga
dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak
dilarang. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar
feit) adalah :%°
a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat
atau membiarkan).
b. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).
c. Melawan hukum (onrechtmatig).
d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand).
e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (foerekeningsvatoaar
person).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan
unsur subyektif dari tindak pidana (strafbaar feif), Adapun
penjelasannya yaitu:

a. Unsur Obyektif :
1) Perbuatan orang.
2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu
seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka
umum’.
b. Unsur Subyektif :
1) Orang yang mampu bertanggung jawab.

2) Adanya kesalahan (dollus atau culpa).

2 Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, Modul Azas-Azas Hukum Pidana, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan
Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 33-36.
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Menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:

a. Perbuatan (manusia),

b. Yang memenuhi rumusan dalam undang - undang (syarat formil),

c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:
a. Kelakuan dan akibat.
b. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.
3. Jenis — jenis Tindak Pidana
Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat
dalam Buku II dan pelanggaran di dalam Buku III. Perbedaan
antara kejahatan dan pelanggaran adalah hukuman pelanggaran
lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman
hukuman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan
hukuman penjara, melainkan berupa pidana kurungan dan denda.
Sedangkan, kejahatan didominasi dengan ancaman pidana penjara.
Hal lain yang membedakan antara keduanya yakni, kejahatan
merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan
juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan
pelanggaran itu hanya membahayakan atau in abstracto.
Adapun pembagian jenis-jenis tindak pidana dalam teori

dan praktek peraturan perundang-undagan ialah sebagai berikut :3°

a. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana yang

30 Ibid. him 73.
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dilakukan secara sengaja (dolus) dan tindak pidana yang dilakukan
secara tidak sengaja (culpa). Tindak pidana sengaja adalah tindak
pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau
mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak
sengaja adalah tindak pidana yang didalamnya mengandung unsur
kealpaan atau kelalaian.

. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana
aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah perbuatan
yang mewujudkan diisyaratkannya adanya gerakan dari anggota
tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar
larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang
dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Sebagian besar
tindak pidana yang dirumuskan KUHP merupakan tindak pidana
aktif. Sedangkan tindak pidana pasif memiliki dua macam yaitu
tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni.
Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan
secara formil. Sementara tindak pidana pasif tidak murni berupa
tindak pidana positif tetapi tidak dilakukan secara aktif, atau tindak
pidana yang mengandung suatu akibat terlarang.

Berdasarkan pada sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum
dan tidak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak
pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu,
tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur diluar

kodifikasi KUHP.
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d. Dilihat dari sudut pandang subyeknya, dibedakan antara tindak
pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang)
dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan
oleh orang-orang tertentu).

C. TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA
1. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat
Indonesia, mengingat begitu banyaknya berita baik dari media
cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan
narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia
berjatuhan - akibat penggunaannya disalahgunakan. Secara
etimologi narkotika berasal dari kata Narkoties yang sama artinya
dengan Narcosis yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut
terutama mempengaruhi otak sehingga menimbulkan perubahan
pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan
halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.dengan
Narcosis yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama
mempengaruhi  otak sehingga menimbulkan perubahan pada
perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi
disamping dapat digunakan dalam pembiusan.

Anton Sudanto menyatakan bahwa Narkotika adalah zat
atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik
sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan
atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan

menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan.
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Begitu pula dengan psikotropika, adalah zat atau obat, baik
alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang beekhasiat
psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang
menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku
31

Sudarto mengemukakan bahwa perkataan narkotika
berasal perkataan Yunani “narke” yang berarti “terbius sehingga
tidak merasakan apaapa”. Dalam encyclopedia Americana dapat
dijumpai pengertian “narcotic” sebagai “a drug that dulls the
senses, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in
varying degrees”. Sedang “drug” diartikan sebagai “a chemical
agent that is used therapeutically to treat disease”. More broadly,
a drug may be defined as any chemical agent affect living
protoplasm™. Jadi “narkotika” merupakan suatu bahan yang
menumpulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan sebagainya . *2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika itu
sendiri ialah : Pasal 1 ayat 1 Narkotika adalah zat atau obat yang
berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun
semi sintetis yang dapat menyebabkan perubahan dan penurunan
kesadaran, hilangnya raa, mengurangi sampai menghilangkan rasa
rasa nyeri yang dapat menimbulkan ketergantungan, yang

dibedakan kedalam beberapa golongan sesuai yang terlampir di

31 Anton Sudanto, 2013. Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia. Jurnal : Fakultas Hukum Universitas
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
32 Sudarto, 2014. Kapita Selekta Hukum Pidana : Bandung : Balai Pustaka
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dalam Undang-Undang ini . *3

Sementara Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat member
definisi bahwa : yang dimaksud dengan narkotika adalah candu,
ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentanya diambil dari bahan
tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashisch, cocaine. Dan
termaksud juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat,
obatobat yang tergolong hallucinogen, depressant, dan stimulant .

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika
diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang
berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan
penurunan, - perubahan = kesadaran, mengurangi  sampai
menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan
dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam
golongangolongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang
atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

2. Penggolongan narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya
banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam
pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan.
Narkotika dapat digolongkan dalam beberapa golongan.
Berdasarkan bahan pembuatannya. Masruhi Sudiro narkotika
digolongkan menjadi : 3

a. Narkotika Alami

33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 pasal 1
34 Masruhi Sudiro, 2012. Islam Melawan Narkoba. Yogyakarta: CV Adipura
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Zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai

narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan

proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai

dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut

umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan

secara langsung karena terlalu beresiko. Contoh narkotika

alami yaitu seperti :

1)

2)

Ganja

Hari Sasangka menjelaskan bahwa ganja berasal
dari tanaman cannabis sativa, cannabis indica dan cannabis
Americana. Tanaman tersebut termasuk keluarga
Urticaceae atau Moraceae. Tanaman Canabis merupakan
tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus.
Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang dan
tumbuh subur di daerah tropis.
Opium

Opium atau candu (poppy: dalam bahasa inggiris)
atau (opos/ Juice dalam bahasa Yunani) adalah getah bahan
baku Narkotika yang diperoleh dari buah candu (Papaver
somniferum L atau P paeoniflorum) yang belum matang.
Opion (Poppy Juice), Poppy Juice opium disebut juga
dengan poppy adalah getah bahan baku narkotika yang
diperoleh dari buah candu (Papaver somniferum L. atau P.
paeoniflorum) yang belum matang. Opium merupakan

tanaman semusim yang hanya bisa dibudidayakan di
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pegunungan kawasan subtropis. Tinggi tanaman hanya
sekitar satu meter. Daunnya jarang dengan tepi bergerigi.
Bunga opium bertangkai panjang dan keluar dari ujung
ranting. Satu tangkai hanya terdiri dari satu bunga dengan
kuntum bermahkota putih, ungu, dengan pangkal putih
serta merah cerah. Bunga opium sangat indah hingga
beberapa spesies Papaver lazim dijadikan tanaman hias.
Buah opium berupa bulatan sebesar bola pingpong
bewarna hijau.
3) Morfin
Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu
mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium (
C17HI9NO3 ) . Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung
halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna.
Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.
b. Narkotika Sintetis/Semi Sintetis
Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat
sintetis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai
penghilang rasa sakit/analgesic. Contohnya seperti :
1) Sabu (Admfetamin)

Amfetamin merupakan kelompok obat psikoaktif
sintetis yang disebut sistem saraf pusat (SSP)
stimulants.stimulan. Amfetamin merupakan satu jenis
narkoba yang dibuat secara sintetis dan kini terkenal di

wilayah Asia Tenggara. Amfetamin dapat berupa bubuk
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2)

putih, kuning, maupun coklat, bubuk putih kristal kecil.
Merek amfetamin lain, seperti Metedrin, Deksamil dan
Benzedrin, kemudian membanjiri pasaran. Metamfetamin
(meth) dan kokain lagi ini dari akhir 1960-an hingga akhir
1980-an. Dan ada beberapa bentuk meth dan kokain yang
dikenal, misalnya, sebagai Crank, Speed Bennies, Rock,
Kristal, dan Crack. Pada awal 1990-an, satu bentuk
metamfetamin lagi, dikenal sebagai Kristal Meth atau Ice,
dan di Indonesia sebagai sabu-sabu.

Ekstasi (MDMA)

Ekstasi (MDMA) adalah senyawa kimia yang sering
digunakan  sebagai obat rekreasi yang = membuat
penggunanya menjadi sangat aktif. Resiko penggunaannya
adalah dehidrasi ketika penggunanya lupa minum air. Hal
sebaliknya juga dapat terjadi, di mana seseorang minum
terlalu banyak air. Ekstasi (MDMA) adalah entactogen
psychedelic semisintetik dari keluarga phenethylamine
yang efeknya jauh lebih ringan dari kebanyakan narkotik
lainnya yang memproduksi psychedelics. Ekstasi
digunakan sebagai sampingan dan sering digunakan
dengan seks dan berhubungan dengan obat-obatan klub
sebagai entheogen selain itu digunakan untuk melengkapi
berbagai jenis praktek untuk transendensi termasuk dalam
meditasi, psychonautics, dan psikoterapi psikedelik.

Dampak utama dari MDMA termasuk peningkatan
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3)

4)

S)

kesadaran indra, perasaan keterbukaan, euforia, empati,
cinta, kebahagiaan, rasa kejernthan mental dan
penghargaan peningkatan musik dan gerakan. Sensasi
taktil yang dirasakan beberapa pengguna, membuat kontak
fisik dengan orang lain lebih menyenangkan.
Cocain

Cocain adalah suatu alkloida yang berasal dari daun
Erythroxylum coca Lam. Kokain merupakan salah satu
jenis narkoba, dengan efek stimulan. Kokain diisolasi dari
daun tanaman Erythroxylum coca Lam. Zat ini dapat
dipakai sebagai anastetik (pembius) dan memiliki efek
merangsang jaringan otak bagian sentral. Pemakaian zat ini
menjadikan pemakainya suka bicara, gembira yang
meningkat menjadi gaduh dan gelisah, detak jantung
bertambah, demam, perut nyeri, mual, dan muntah.
Heroin

Heroin adalah candu yang berasal dari opium poppy
(papaver somniferum). Heroin berbentuk Kristal, berwarna
putih atau coklat. Biasanya dibungkus dan dijual dalam
bungkusan kecil.
Putaw

sebenarnya meruppakan minuman keras has Cina yang
mengandung alkohol akantetapi oleh pecandu narkoba
menyebut barang yang sejenis heroin yang masih

serumpun dengan ganja dijuluki putaw hanya saja kadar
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narkotika yang dikandung putaw lebih rendah atau dapat
disebut heroin kelas emapat sampai enam.
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
mengenai jenisjenis narkotika digolongkan menjadi tiga golongan
yaitu :

a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat
digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan
tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat
tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : heroin, kokain,
ganja.

b. Narkotika Golongan 1I adalah narkotika yang berkhasiat
pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat
digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan
ilmu  pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi
mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin,
turuna/garam dalam golongan tersebut.

c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat
pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan
pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi

ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein

D. TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA PERSPEKTIF
ISLAM

1. Pengertian Narkotika (NAPZA) Perspektif Islam

35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat 1.
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Dalam konteks pembicaraan kita, metodologi yang digunakan
oleh para ulama untuk mencari ketentuan hukum NAPZA yaitu
melalui pendekatan giyas (analagi hukum), yakni menghubungkan
satu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada
nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena
adanya kesamaan dua kejadaian itu dalam illat hukumnya3®.

Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan
diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat
yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau
tidak memabukkan” (Majmu’ Al Fatawa, 34: 204).Dalil-dalil yang
mendukung haramnya narkoba:

Pertama: Allah 7a ‘ala berfirman,

Jas 3 el clglal) Sl agile 45835

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan
mengharamkan bagi mereka segala yang buruk” (QS. Al A’rof:
157). Setiap yang khobits terlarang dengan ayat ini. Di antara
makna khobits adalah yang memberikan efek negatif.

Kedua: Allah 7a’ala berfirman,

Y3 &l ) &g

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam
kebinasaan” (QS. Al Bagarah: 195).

| SHEEE Y 5 20T O N 8 2 L

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah

36 Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam terjemah Nur Iskandar al-Barsany (Jakarta: Rajawali, 1989),
cet. T h. 76
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adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An Nisa’: 29).

Dua ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri
sendiri atau membinasakan diri sendiri. Yang namanya narkoba
sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat
inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram.

Ketiga: Dari Ummu Salamabh, ia berkata,

5y 8 ) om e gy (o (K S0 ik

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari segala
yang memabukkan dan mufattir (yvang membuat lemah)” (HR. Abu
Daud no. 3686 dan Ahmad 6: 309. Syaikh Al Albani mengatakan
bahwa hadits ini dho if). Jika khomr itu haram, maka demikian pula
dengan mufattir atau narkoba.

Terlepas dan perbedaan para ulama antara yang pro dan yang
kontra berkaitan dengan keberadaan dan kehujjahan qiyas ini,
namun dalam pandangan penulis, metode giyas dalam persoalan ini
adalah jalan yang paling tepat dan relevan, terutama ketika
mengamati dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan
NAPZA akhir-akhir ini.

Dalam berbagai literatur, Qiyas mempunyai empat rukun yaitu;
al-Ashl, alfaru (cabang), hukm al-ashl dan al-illat. Berikut ini
dipaparkan metode penyelesaian hukum NAPZA, dengan
pendekatan qiyas:

a. Al-Ashl, adalah khamr, karena sesuatu yang ada hukumnya
dalam nash (Alquran) sebagaimana firman Allah Swt. surat ai-

Maidah: 90:* hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya
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(minuman) khamr, berjudi, berkoraban untuk berhala, menjudi
nasib dengan berhala, menjudi nasib dengan panah adalah
perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. (Qs. alMaidah 90) *

b. Al-Faru (cabang), adalah NAPZA, karena tidak ada hukumnya
dalam nash tetapi ada maksud menyamakan status hukumnya,
kepada al-Ashl yaitu khamr. NAPZA Dalam hal ini disebut al-
musyabbah (yang diserupakan).

c. Hukm al-Ashl, adalah khamr hukumnya haram, seperti yang
ditegaskan dalam firman Allah Swt., (Qs. al-Maidah: 90).
Dengan demikian, ia menjadi tolok ukur ketetapan hukum bagi
cabang (al-Faru).

d. Al-illat. Sedangkan illat yang dapat ditemukan adalah dampak
negatif dan khamr (sebagai ashl) yang dapat memabukkan,
menghilangkan akal fikiran, dan dapat melupakan kepada Allah
Swt.. Sedangkan NAPZA adalah cabang (faru), karena tidak
terdapat nash megenai hukumnya. Dan ia (NAPZA) telah
menyamai khamr dalani hal illat-nya, yakni memabukkan.

Dan metode penetapan hukum NAPZA dengan jalan analogi
kepada khamr, jelaslah kedudukan NAPZA dalam hukum Islam itu
haram, bila disalahgunakan karena mempunyai illat yang sama
dengan khamr, yakni dapat memabukkan, merusak akal, bahkan
NAPZA dampaknya lebih berbahaya ketimbang khamr.

2. Pandangan Ulama Fikih terhadap Penyalahgunaan NAPZA

Seperti yang telah disinggung di muka, bahan-bahan pembius

(jenis narkotika) secara jelas tidak disebutkan oleh Alquran atau
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Hadis Nabi Saw.. Demikian pula, tidak ditemukan sikap para ulama
terdahulu, baik dalam bentuk komentar maupun fatwa-fatwa,
tentang keharaman zat-zat tersebut. Barangkali, disebabkan oleh
sosok bahan-bahan tersebut yang demikian asing dalam
pengetahuan para ulama klasik.

Menurut Ibnu Taymiyah, komentar ataupun reaksi kali pertama
berkenaan dengan penggunaan zat-zat terlarang ini mulai tampak di
kalangan ulama Islam yaitu di akhir tahun 600 dan awal tahun 700
Hijriyah. Pada masa itu kekuasaan di bawah kendali bangsa Tartar
dengan pemimpin pemerintahan Chanigis Khan.

Ibnu Taymiah berpendapat, bahwa menggunakan ganja atau
narkotika umumnya itu dilaknat dan merupakan suatu
kemungkaran yang terbesar, karena mempunyai pengaruh seperti
memabukkan, membiuskan bagi seorang yang menggunakanya,
dan dapat menimbulkan kejahatan lainya.

Menurutnya, mengkonsumsi secara ilegal itu haram
hukumnya,karena  setiap sesuatu yang dapat membuat orang
menjadi mengigau dan gemetar tubuhnya akibat pengaruh obat atau
zat yang berasal dari bijian, buahan, dan lainya baik dalam keadaan
mentah atau sudah diolah itu termasuk ke dalam khamr yang haram

hukumnya. Demikian pendapat jumhur ulama.*’

37 Ahmad bin Taimiyyah, Majmu al-Fatawa (Beirut Libanon: Dar al-Arabiyah, 1978), cet. L, jld 4 h.205
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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Penyidik Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana
Narkotika Di Provinsi Jawa Barat

Peran penyidik dalam mengungkap proses penyelesian tindak
pidana narkotika terwujud dalam rangkaian Tindakan polisi yang
berawal dari adanya informasi masyarakat atau anggota polisi, lalu
ditimbulkan atau dibuatkan laporan informasi yang kemudian
diterbitkan surat perintah penyelidikan. Setelah itu diadakan
penyelidikan dan tersusun hasil penyelidikan, dan apabila ternyata
benar bahwa informasi tersebut mengarah ke penyelahgunaan
narkotika, maka dapat dilakukannya penangkapan dan kemudian
dilanjutkan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana
narkotika.

Proses penyidikan diawali dengan proses penyelidikan untuk
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak
pidana guna menentukan dapat atau tidakcnya dilakukan penyidikan
menurut cara yang di atur dalam Undang-undang. Apabila setelah
melalui tahap penyelidikan dapat ditentukan bahwa suatu peristiwa
pidana maka dilanjutkan dengan tahap penyidikan. Tindakan
penyelidikan dan penyidikan akan segera dilakukan apabila terjadi
suatu tindak pidana. Adanya suatu tindak pidana ini dapat diketahui
oleh petugas dengan cara : adanya laporan, pengaduan, tertangkap
tangan, atau diketahui langsung oleh petugas.

Penyidikan perkara tindak pidana narkotika adalah suatu sistem
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atau cara penyidikan yang dilakukan untuk mencari, serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sesuai

dengan cara yang di atur dalam KUHAP. Tindakan penyidikan

merupakan suatu tindakan kedua dari proses sistem peradilan pidana

setelah tindakan penyelidikan :

1.

Dasar Hukum Penyidikan Seperti halnya di Ditresnarkoba Polda
Jabar bergerak dengan menggunakan aturan-aturan yang telah
ditetapkan undang- undang sebagai acuan. Tak terkecuali dalam
hal proses penyidikan, Ditresnarkoba polda Jabar berdasarkan
pada :
a. Pasal 8 ayat (3) dan pasal 10 ayat (1) KUHAP.
b. Undang-undang No.2 Tahun 2002, tentang Kepolisian
Republik Indonesia.
c. Peraturan Pemerintah RI No.27 Tahun 1983 Tentang
Pelaksanaan KUHAP.
Tahap Penyidikan
Awal Dimulainya PenyidikanTahap pertama dalam suatu
penyidika adalah membantu rencana penyidikan. Rencana
penyidikan ini dibuat agar dari awal dapat ditentukan arah dari
suatu penyelidikan, cara yang akan digunakan, personil yang akan
digunakan, dan jangka waktu yang dibutuhkan dalam suatu
penyidikan.Pembuatan rencana penyidikan adalah suatu keharusan
dalam penyidikan terhadap suatu perkara yang akan dilaksanakn
oleh penyidik.
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Proses penyidikan diawali dengan proses penyelidikan untuk
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai
tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan
penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang.
Apabila setelah melalui tahap penyelidikan dapat ditentukan
bahwa suatu peristiwa pidana maka dilanjutkan dengan tahap
penyidikan. 3¥Tindakan penyelidikan dan penyidikan akan segera
dilakukan apabila terjadi suatu tindak pidana. Adanya suatu
tindak pidana ini dapat diketahui oleh petugas dengan cara :
adanya laporan, pengaduan, tertangkap tangan, atau diketahui
langsung oleh petugas.

Proses penyidikan yang dilakukan petugas Ditresnarkoba
Polda Jabar mengenai tindak pidana narkotika bermula dari
laporan masyarakat atau dari informasi anggota penyelidik di
lapangan®. Dalam proses penyelidikan kasus narkotika, biasanya
melakukannya dengan penyusupan atau infiltrasi ke dalam
jaringan sindikat pengedar, maupun bandar narkoba. Dengan
penyusupan tersebut,  anggota Satuan Resnarkoba bisa
mengumpulkan banyak informasi, data, maupun bukti-bukti yang
valid guna penyelidikan suatu kasus tindak pidana narkotika.

Setelah itu melakukan proses penyelidikan, petugas
melanjutkan ke proses penyidikan untuk membuat terang suatu

tindak pidana dan menemukan tersangkanya, serta barang

38 Zulkarnain, Praktik Peradilan pidana, Malang, Setara press, 2013, hal. 38.
3% Wawancara dengan staff Ditresnarkoba Polda Jabar
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buktinya. Selain itu dalam proses penyidikan tindak pidana

narkotika menurut Pasal 75 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, dalam penyidikan, penyidik berwenang :

a.

Melakukan penyidikan atas kebenaran laporan, serta
keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi.
Menyuruh ~ berhenti orang yang diduga melakukan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika, serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak
pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika.

Memeriksa surat dan/atau  dokumen lain tentang
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika.

Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika.

Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika di seluruh wilayah juridiksi nasional.

Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan
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dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
setelah terdapat bukti awal yang cukup.
Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan

penyerahan di bawah pengawasan.

. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam
dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya.

. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.

. Melakukan pemindahan terhadap orang, barang, binatang, dan
tanaman.

. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos
dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai
hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika.

. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor
Narkotika.

. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti
Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Meminta bantuan dan tenaga ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya

dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
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Prekursor Narkotika.*°

t. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa
pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau
terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan
penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dasar
Hukum Penangkapan adalah Pasal 1 Angka 20 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
Setelah penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang
terjadinya suatu perkara tindak pidana narkotika, maka sebagai
kelanjutan . daripada adanya tindakan yang dilakukan
seseorang, apabila penyidik mempunyai dugaan keras disertai
bukti-bukti permulaan yang cukup maka penyidik dapat
melakukan penangkapan terhadap tersangka.

Penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-
wenang, karena hal itu melanggar hak asasi manusia. Untuk
menagkap seseorang, maka penyidik harus mengeluarkan surat
perintah penangkapan disertai alasan- alasan penangkapan
tersangka dapat menolak petugas yang bersangkutan. Perintah
penangkapan tersangka dapat menolak petugas yang
bersangkutan. Perintah penangkapan baru dikeluarkan kalau

sudah ada dugaan keras telah terjadi tindak pidana disertai pula

40 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
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bukti permulaan yang cukup.

. Penggeledahan

Penggeledahan dilakukan setelah diterbitkan Surat
Perintah Penggeledahan yang di tandatangani pejabat yang
berwenang. Dengan Surat perintah Penggeledahan.

. Penyitaan :

Alat-alat atau barang-barang yang di temukan pada saat
penggeledahan diamankan atau diadakan penyitaan. Adapun
maksud diadakan penyitaan diperlukan untuk memberikan
keyakinan bahwa tersangka yang  telah melakukan tindak
pidana itu. Pada waktu penyidik akan mengadakan penyitaan
suatu barang bukti, maka penyidik terlebih dahulu harus
memperlihatkan surat bukti diri, surat tugas dan sebagainya
kepada pemilik barang.

. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi

Pemeriksaan tersangka dan saksit merupakan bagian atau
tahap yang paling penting dalam proses penyidikan. Dari
tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan
yang akan dapat mengungkap akan segala sesuatu tentang
tindak pidana yang terjadi. Sehubungan dengan itu sebelum
pemeriksaan dimulai, penyidik perlu mempersiapkan segala
sesuatu yang diperlukan apakah pemeriksa tersangka atau saksi

telah ditunjuk orangnya, dimana tersangka atau saksi akan
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diperiksa dan apakah tersangka atau saksi yang akan

diperiksa telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku.

Persiapan-persiapan yang dimaksud antara lain adalah :

1) Penunjukan penyidik pemeriksa

2) Persiapan bahan-bahan

3) Persiapan tempat pemeriksaan

4) Persiapan sarana pemeriksaan

Apabila persiapan untuk melakukan pemeriksaan telah
dipersiapkan, maka pemeriksaan dapat segera dimulai.
Kemampuan penyidik pemeriksa sangat menentukan sehingga
pemeriksaan yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang
dikehendaki. Dalam rangkan melakukan pemeriksaan terhadap
tersangka, maka penyidik harus memenuhi ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Pasal 51, Pasal 53, Pasal 114,
Pasal 115, dan

Pasal 133 KUHAP.

Dalam saksi merupakan suatu alat bukti yang sangat
menentukan dalam proses peradilan. Karena saaksi itu adalah
seseorang dapat memberikan keterangan tentang telah terjadi
sesuatu tindak pidana, dimana ia mendengar, melihat dan

mengalami sendiri peristiwa tersebut.
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Saksi  diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh
dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib

memberikan keterangan yang sebenarnya.

. Penahanan

Penahanan bertujuan untuk kepentimgan penyidikan dan
untuk kepentingan pemeriksaan hakim di persidangan. Dalam
Pasal 20 KUHAP memberikan kewenagan kepada penyidik,
penuntut umum atau hakim untuk melakukan penahanan atau
penahanan lanjut dimana setiap kali melakukan penahanan
tersebut harus memakai surat perintah penahanan. Dalam
perkara ini pihak penyidik melakukan penahanan terhadap
tersangka Deden Darusman Alias Deden berdasarkan Surat
Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han / 07 /I / 2017 / Res
Narkoba, tanggal 07 Januari 2017, telah dilakukan penahanan
terhadap tersangka, tembusan surat perintah penahanan
dikirimkan kepada keluarga tersangka dan dibuatkan berita
acara penahanan.

Selesainya Penyidikan

Berita Acara Pemeriksaan adalah suatu rangkaian
pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam mengusut
suatu tindak pidana. Setelah penyidik menganggap bahwa
pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana telah cukup, maka
penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya ini sekaligus pila

dilampirkan semua berita acara yang dibuat sehubungan
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dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangkaian

penyidikan.

Setelah lengkap semua berita acara diperlukan, maka
penyidik menyerahkan berkas tesebut kepada penuntut
umum yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama
yaitu hanya berkas perkaranya saja

Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Ditresnarkoba Polda Jabar

Melakukan penyidikan atas kebenaran laporan, Memanggil orang
untuk didengar  keterangannya = sebagai - saksi, Memeriksa,
menggeledah, dan menyita barang bukti, Melakukan tes urine, tes
darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes
bagian tubuh lainnya, Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.

Selanjutnya menerima gelar kasus perkara nya dan melakukan
surat perintah tugas untuk melakukan pemeriksaan tersangka dan
bukti-bukti. Melakukan upaya paksa dengan penangkapan,
penggeledahan, dan penyitaan. Jika memenuhi Unsur sesuai UU No
35 Tahun 2009 maka tersangka di lakukan penahanan. Untuk
kelengkapan BAP Penyidikan melakukan Pemeriksaan Tersangka,
Pemeriksaan Barang Bukti, dan Lab Forensik. Jika penyidikan selesai
makan akan dilakukan JPU Tahap I (Khusus Berkas Perkara) di
lakukan di Kejaksaan dan dilakukan P21. Selanjutnya dilakukan JPU
Tahap II (Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti) di Pengadilan dan

selanjutnya di Proses Persidangan di Pengadilan.
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Dari berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkotika
merupakan extraordinary crime. Adapun pemaknaanya adalah sebagai
suatu kejahatan yang berdampak besar dan multidimensional terhadap
sosial, budaya, ekonomi, dan politik, serta begitu dahsyatnya dampak
negatif yang ditumbulkan oleh kejahatan ini. Untuk itu extraordinary
punishment kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang
berkarakteristik luar biasa ini. Oleh karena itu, penyidik Satuan
Resnarkoba polda Jabar selalu memilih Pasal hukuman tertinggi untuk
tersangka agar para pelaku jera dengan diberikannya hukuman yang
tinggi tersebut apalagi kasus kejahatan narkotika mengalami

peningkatan dari waktu ke waktu.

62



B. Hambatan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Di

Provinsi Jawa Barat
Pada dasarnya, hampir tidak ada hambatan atas kendala yang

berarti dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika di
Ditresnarkoba Polda Jabar karena jarang sekali ada kasus yang di
SP3.Namun adakalanya hambatan-hambatan kecil yang di alami
dalam proses penyidikan tersebut antara lain :
1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana.

Kejatahan narkotika merupakan kejahatan transnasional yang
banyak menggunakan modus operandi yang semakin canggih. Para
bandar, maupun pengedar sering memanfaatkan kecanggihan
teknologi dalam menjalankan aksinya.

Keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya masalah
teknologi dan informasi yang dimiliki Kepolisian, dalam hal ini
Ditresnarkoba Polda Jabar dalam rangka menunjang kegiatan
penyelidikan dan penyidikan dalam penungkapan tindak pidana
narkotika sering menjadikan kendala dalam proses penyelidikan dan
penyidikan tersebut.

Dalam mengatasi hambatan tersebut, Ditresnarkoba Polda Jabar
bekerja sama dengan Direktorat Teknologi dan Informasi Polda
Jabar, maupun BNN Provinsi Jawa Tengah untuk mengungkap suatu
kasus tindak pidana narkotika yang menggunakan modus operandi
yang canggih.

2. Anggaran dari Pusat yang belum Mencukupi.
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Kejahatan narkotika akhir-akhir ini semakin meningkat, tetapi
annggaran tersebut sangat tidak mencukupi, padahal kasus narkotika
semakin mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Namun,
kekurangan anggaran tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk
mengurangi intensitas pemberantasan, penyelidikan, dan penyidikan
kasus narkotika.

Ditresnarkoba Polda Jabar mengatasi hambatan masalah
anggaran tersebut dengan melakukan kerjasama dengan instansi lain
(Integrated Justice System,).

Sebagai sebuah institusi negara, Polri juga memiliki sistem
keuangan atau sistem anggaran yang telah diatur secara normatif.
Karena adanya berbagai permasalahan keuangan atau anggaran,
seperti keterbatasan jumlah anggaran di Polrii maupun banyak
anggaran tidak terduga membuat anggota Polri harus mencari
alternatif pembiayaan untuk operasional Kepolisian.*!

3. Kurangnya Kesadaran Hukum dan Keberanian dari Masyarakat
untuk Melapor

Seringkali keluarga korban enggan atau tidak mau melaporkan
keluarganya sendiri yang ketergantungan memakai narkoba kepada
petugas Kepolisian karena takut apabila keluarganya tersebut
ditahan atau dijatuhi hukuman. Padahal apabila keluarga korban
tersebut melaporkan hal tersebut tidak akan ditahan atau dijatuhi

hukuman melainkan akan direhabilitasi agar ketergantungan tidak

41 Suwarni. Reformasi Kepolisian, Yogyakarta. UII Press, 2010, hal. 152
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semakin parah dan bisa berangsur- angsur sembuh.

Kurangnya berpartisipasi dan keberanian masyarakat dalam
melaporkan suatu kasus tindak pidana narkotika kepada Kepolisian
juga menjadi faktor penghambat bagi Kepolisian dalam
memberantas penyalahgunaan narkotika. Masyarakat takut apabila
mereka melaporkan hal tersebut, keselamatan diri mereka akan
terancam karena takut dengan teror yang kemungkinan akan
dilakukan oleh tersangka, teman-teman, atau keluarga tersangka
yang dilaporkan tersebut. Hendaknya masyarakat tidak perlu takut
akan hal tersebut Kepolisian akan menjamin keselamatan pelapor
dan identitas pelapor akan dirahasiakan.

Untuk menanggulangi hal tersebut, Kepolisian membuka akses
bagi masyarakat yang ingin melaporkan kasus penyalahgunaan
narkotika melalui email, telepon, maupun sms, dan identitas
pelapor tersebut akan dirahasiakan bahkan pelapor tersebut akan

diberikan reward atas tindakannya tersebut.*?

42 Wawancara dengan staff Ditresnarkoba Polda Jabar

65



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan hasil penelitian, maka

penulis berkesimpulan :

1.

Peran penyidik dalam mengungkap proses penyelesian tindak

pidana narkotika terwujud dalam rangkaian Tindakan polisi yang

berawal dari adanya informasi masyarakat atau anggota polisi, lalu

ditimbulkan atau dibuatkan laporan informasi yang kemudian

diterbitkan surat perintah penyelidikan. Setelah itu diadakan

penyelidikan dan tersusun hasil penyelidikan, dan apabila ternyata

benar bahwa informasi tersebut mengarah ke penyelahgunaan

narkotika, maka dapat dilakukannya penangkapan dan kemudian

dilanjutkan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana

narkotika.

Hambatan yang dialami penyidik dalam pelaksanaan proses

penyidikan tindak pidana narkotika antara lain :

a. Keterbatasan Sarana dan Prasarana.

b. Anggaran dari Pusat yang belum Mencukupi.

c. Kurangnya Kesadaran Hukum dan keberanian dari Masyarakat
untuk Melapor.

Cara mengatasi hambatan tersebut dengan cara kerja sama dengan

instansi lain (integrated justice system) untuk mempercepat proses

penyidikan suatu kasus tindak pidana narkotika dan membuka akses

bagi masyarakat yang ingin melaporkan kasus penyalahgunaan
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narkotika melalui telepon, sms, maupun email, dan identitas pelapor

tersebut akan dirahasiakan.

B. Saran

1.

Adapun saran dari penulis terkait penelitian ini antara lain :
Pihak Kepolisian harus memberikan pelatihan-pelatihan khusus
kepada penyidik yang berkaitan dengan kasus-kasus anak, baik
anak sebagai pelaku/korban maupun sebagai saksi dari suatu
tindak pidana narkotika dikarenakan banyak penyalahgunaan
narkotika dari kalangan anak dibawah umur

Perlunya peningkatan sarana dan prasarana, khususnya masalah
tekhnologi dan informasi karena kejahatan narkotika merupakan
kejahatan transnasional yang banyak menggunakan modus

operandi yang semakin canggih .
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